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Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwva menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan
maupun orang lain dan masyarakat karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat
pula didalam suatu daftar yang khusus disediakan, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik dan
sah. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan. Pencatatan perkawinan ini tidak hanya berlaku
bagi penganut agama sgja melainkan juga berlaku bagi penghayat kepercayaan. Khusus bagi penghayat
aliran kepercayaan yang bukan merupakan agama, TAP MPR No. IV/mpr/1978 yang dipertegas lagi dengan
Surat Menteri Agama kepada Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur tertanggal 3 Juni 1978 No.B/5943/78,
menyatakan bahwa aliran kepercayaan merupakan kebudayaan dan orang yang mangikuti aliran
kepercayaan tidak kehilangan agamanya, sehingga apabila penganutnya menikah, maka tata caranyatetap
mengacu kepada cara agama yang dipeluknya. Suatu ketentuan yang mutlak harus dilaksanakan yaitu bahwa
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, demikian pula
dengan penganut agama Khonghucu termasuk dalam hal legalisasi Negara terhadap staus perkawinannya.

Metode penelitian dalam dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe
penelitian deskriptif yaitu dengan cara menjabarkan perkembangan Khonghucu, hingga menjadi suatu gjaran
agama dan menganalisis gejal a-gejala dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan
penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa jaminan kemerdekaan untuk memeluk dan melakukan perkawinan
yang sesuai dengan agama seperti diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-
pokok perkawinan yang mengatur sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya itu dan bagi tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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